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RlNGKASAN 

Penelitian ini untuk menganalisis permasalahan bagaimanakah prosedur 
pengelolaan barang-barang daerah setelah berlakunya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan PAD 
(Pendapatan Asli Daerah) dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam 
pengelolaan barang-barang daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD 
(Pendapatan Asli Daerah). 

Tujuan dari penelitian lnt untuk menginventarisasikan dan 
mengidentifikasi Barang-Barang Daerah di era otonomi Daerah serta untuk 
menemukan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan tentang 
pengelolaan barang-barang daerah di era otonomi daerah. 

Berdasarkan substansinya penelitian ini merupakan penelitian normatif 
yang didukung dengan pendekatan secara empiris oleh karena itu, pendekatan 
masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute appoarch). Sehingga hal ini dilakukan melalui pengkajian terhadap 
keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang 
akan dibahas. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow 
ball yakni menelusuri bah an hukum lebih lanjut dengan melihat pada daftar 
pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. 

Prosedur pengelolaan barang-barang daerah dengan diberlakukannya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah harns melalui tahapan yang pada akhimya dikenal dengan istilah Manual 
Administrasi Barang Daerah. Manual Administrasi Barang Daerah meliputi 
penyimpanan dan penyaluran,pemeliharaan, inventarisasi, pemanfaatan, 
pengamanan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan. pembiayaan. tuntutan 
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugu barang. Tahapan tersebut merupakan 
rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberlakuannya peraturan 
yang mengatur pengelolaan barang-barang daerah tidak hany diukur dari ketaatan 
perilaku orang yang dikenai aturan tetepai juga perlu diamati pula perilaku 
instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan tersebut. Faktor
faktor yang mempengaruhi adalah : 

a. Peraturannya sendiri yang mengatur tentang pengelolaan barang-barang 
daerah ,tidak diatur secara tegas tentang upaya pengawasan dan penegakan 
hukum terhadap kegiatan pengelolaan barang-barang daerah 

b. Peraturan tersebut kurang untuk disosialisasikan kepada masyarakat 
sehingga masyarakat kurang memahami sasaran utama dari peraturan 
tersebut. Sehingga masyarakat belum paham betul tentang asset-aset yang 
dimiliki daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. 

c. Prosedur pengelolaan barang-barang daerah masih tidak melibatkan 
masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa jika suatu 
asset daerah beralih kepihak lain tanpa prosedur yang benar. 
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BABI 

PEN DAII ULUA'i 

Paradigma penyclcnggaraan Pcmcrintah yang berorientasi kepada 

Otonomi Dacrah sejalan dcngan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

ten tang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

ten tang Pcrimbangan Kcuangan Pcmcrintah Pusat dan Daerah sena Peraturan 

Pemerin lah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kcwcnangan Pcmcrintah dan 

Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah Olonom tclah mcmbcrikan kcwcnangan 

yang demikian luas kepada Pcmcrin lah Oacrah schingga perlu di lakukan 

upaya-upaya pcnyempumaan terhadap kctcntuan yang dibawahnya lermasuk 

pcngc lolaan barang dacrah. 

Alas dasar ilU, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintahan Daerah mcmbcrikan kcwcnangan yang luas, nyata dan 

benanggung jawab kcpada dacrah sehingga mcmbc ri pc lllang kcpada dacrah 

agar Ieillasa mc ngatur dan mclaksn nakan kcwcnangannya alas prakarsa sendiri 

scsllai dcngan kcpcntingan Illasyarakat sctcmpat dan potcnsi sct iap dacrah. 

Kewcnangan 111 1 pada dasarnya mcrupakan upaya untllk I1lcmbatasi 

kcwcnangan PClllcrintah dan kcwcnangan Provinsi scbagai dacrah otonom, 

karcna Pelllcrintah dan Provinsi hanya dipcrkenanka n mcnyc lcnggarakan 

kegiatan otonomi sebalas yang dilctapkan dalam Peraturan Pcmcrintah 

Nomor 25 lahli ll 2000. Kcwc nangan dacra h yang bcgil u illas tergambar dalam 

ketentuan Pasa l I I Unda ng-Undang Nomor 22 Talmn 1999 ten tang 

Pemerinlahall Dacrah, termasuk kcwcnangan dalalll pcngclolaan barang

barang daerah . 

Barang daerah scbagai salah satu unsur pclll ing dalam mngka 

pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dam pelayanan masyaraka t harus dikelola 

dcngan baik d'lIl bena r y:'lIlg padl.l gilirannya dapa! 1llt.!\vlIjllrlkan pcngclo laan 

barang dacrah yang Ill cmcnuhi akuTltab ilitas. Hal ini scjnlnn dcngan tLlgas 

pcmcrintah dacrah dalalll ncgara modern ini lampil dcngan Icgitimasi untuk 
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melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat. Dalam melaksanakan 

tugas-tugas itu pemerintah memerlukan fasilitas yang dapat dimiliki 

pemerintah daerah. 

Dalam memantapkan pedoman dalam barang daerah agar tidak mudah 

berpindah tangan ke pihak lain tanpa prosedur yang benar maka diperlukan 

suatu system Manual Administrasi Barang Daerah yang memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk pengelolaan potensi kekayaan daerah sesuai 

dengan keseragaman daerah. Pemantapan pedoman pengelolaan barang

barang daerah perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani 

Anggaran Belanja Daerah khusus biaya segi pemeliharaan dan kemungkinan 

adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. 

Pengelolaan barang-barang daerah yang optimal akan menciptakan sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terwujudnya tertib administrasi barang 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah .. 

A. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimanakah prosedur pengelolaan barang-barang daerah setelah berlakunya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai upaya 

untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).? 

2 Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan barang-barang 

daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD ( Pendapatan Asli Daerah)? 

2 



Pemerintah Daerah. Wewenang pembinaan dan pengaturan ketentuan 

pelaksanaan barang Negara yang diperlukan diatur oleh Menteri Keuangan. 

Pengelolaan barang negara yang dipergunakan pada instansi Pemerintah 

daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan teknis administrasi dikoordinir oleh 

Kepala Biro Perlengkapan Daerah ProvinsilKepala Bagian Perlengkapan 

Kabupatenl Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku terhadap pengelolaan barang negara (Pusat). 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. TUJUAN PENELITIAN 

I. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasikan dan mengidentifikasi 

Barang-Barang Daerah di era otonomi Daerah. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ketidaksinkronan peraturan 

perundang-undangan tentang pengelolaan barang-barang daerah di era 

otonomi daerah. 

B. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi konsepsi dan aplikasi 

pengelolaan barang-barang daerah di era otonomi daerah sehingga barang daerah 

dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak mudah berpindah tangan ke pihak 

lain tanpa prosedur yang benar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

Bcrdasarkan substansinya pcnelitian in i mcrupakan penclitian normatif 

yang didukung dcngan pendekalan secara cmpiris olch karena itu. pcndckatan 

masalah da lam penelitian ini rncnggunakan pcndckalan perundang-undangan 

(stu/we appoarch). Sehingga hal ini dilakukan mela lui pengkajian Icrhadap 

keseluruhan kctentuan hukum yang berkaitan dcngan pokok pennasalahan yang 

akan dibahas. Sctelah itll baru diterapkan da lam masyarakat. apakah pcngalihan 

barang-barang daerah dil akukan alau tidak mclalui prosedur yang bellar. Dalam 

penelitian hukum positi f tidak sekcdar mengumpulkan peraturan pcrundangan 

me1ainkun dilakukan mclalui proses identifikasi yang hilis ana li tis dan proses 

klasifikasi yang logis sistematis. Menurut ROIlIIY !-Iallilijo Soemilro. ada liga 

kegiatan pokok da lam melakukan pcnclilian invcnlari sasi hukum positif: 

a. Pcnetapan kriteria idcnt ifikasi untuk menyc1cksi nonn;Hlorma yang 

dimasukkan sebagai norllla hukulll positf dan norma-norma yang dianggap 

nonna sosia l yang bukan hukulll . 

b. Pengumpulan norma-norma yang sudah diidcntifikasi sebagai norma hukum 

tersebut 

c. Pcngorganisasian norma-norma yang sudah diidcnti fi kasi dan dikumpulkan 

kedalam suatu system yang komperhensif atau mcnyeluruh. 

Tumpuan pcneli tian ini di awali dengan ident ifi kasi ketentuan- ketcntuan 

hukum posit if yang secara normat i f mengatur tcntang pengelolaan bamng-barang 

daerah di era olonomi daerah. Langkah-Iangkah penelitian ini dimulai dengan 

mengiden lifi ksi substansi yang dimuat dalalll Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 dan benluk pcralllran pcrundang-undang lainnya sebagai pcraturan 

pclaksanaan. Selanjutnya akan didiskripsikan dan dianalisisis faktor-faklor yuridis 

maupun non yuridis yang mcmpengaruhi alau dapat dipert irnbangkan dalam 

pcrulllusan kcbijakan mcngcnai pcngelolaan barang-barang daerah di era otonomi 

1 
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daerah. Dengan demikian ketika peraturan tersebut ditetapkan dapat dilakukan 

secara efektifkarena mengandung legitimasi filisofis, yuridis dan sosiologis. 

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball yakni 

menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan melihat pada daftar pustaka yang 

dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. 

Data kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card 

system). Kartu kutipan disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini. 

Data yang terkumpul sarana dalam menganalisa data primer dari lapangan. 

Data primer dikumpulkan dari Un dang-Un dang, peraturan Pemerintah, 

Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan sebagainya. 

Data sekunder dikumpulkan dari buku-buku ilmiah, kamus ensiklopedia, 

jumal-jumal ilmiah yang menyangkut bidang pertanahan. 

7 



BABV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1.Prosedur Pengelolaan Barang-Barang Daerah Setelah diberlakukannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 

Sarang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat harns dikelola dengan 

baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang 

daerah yang memenuhi akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan menimbang 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disahkan di Jakarta pada tanggal 19 

Mei 1999 dalam Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3848 yang menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai 

bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah 

dan pengaturan sumber daya nasional, yamg memberi kesempatan bagi 

peningkatan demokrasi dan kinerja daerab yang berdaya guna dan berhasil guna 

dalam penyelenggaraan pemerintah,pelayanan masyarakat dan pembangunan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuj u masyarakat madani yang 

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Pemyataan tersebut, mempunyai hubungan yang sangat erat dalam 

pengaturan sumber daya daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Agar supaya pengaturan sumber daya daerah khususnya 

pengelolaan barang daerah memenuhi asas akuntabititas maka harns dimantapkan 

dalam suatu pedoman tentang pengelolaan barang-barang daerah . Pedoman 

tersebut lebih tepat dikenal sebagai Manual Administrasi Barang Daerah , yang 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk pengelolaan potensi kekayaan 

daerah sesuai dengan keseragaman daerah. 

Maksud penyusunan Manual ini adalah untuk menyeragamkan semua 

langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pada Manual ini adalah sebagai 
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1. Berusaha agar persediaan barang dalam gudang senantiasa meneukupi 

kebutuhan unit atau satuan kerja Pemerintah daerah. 

2. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Panitia-Panitia yang ada mengenai 

tugas yang harus dilakukanya 

3. Mengesahkan Berita aeara yang dibuat oleh panitia-panitia 

4. Menyelesaikanl mengusut kepentingan daerah, para penyimpan 

(bendaharawan), pemakai barang, pemeliharaan barang dan lain-lain yang 

merugikan daerah. 

5. berusaha agar Bendaharawan mengirimkan pertanggungjawaban tepat pada 

waktu yang telah ditentukan dan selanjutkan meneliti pertanggungjawaban 

tersebut 

6. Ordonatur dapat memindahkan atau menyerahkan kewenangan dan tindakan 

yang bertalian dengan pembinaan pengelolaan barang itu kepada bawahannya. 

7. Pemindahan atau penyerahan yang dimaksud dalam angka 6 dilakukan 

dengan: 

Pemberian kewenangan yang dilakukan seeara memberi tugas atau 

memberi kuasa, pemberian kewenangan ini tidak memindahkan 

pertanggungjawaban 

Penyerahan kewenangan (delegasi). Penyerahan ini memindahkan 

pertanggungjawaban pada yang menerimanya. 

Ordonalur atau pejabat yang diserahi kewenangannya adalah atasan 

bendaharawan dan oleh karena itu ia wajib membimbing kearah perbaikan, yakni : 

Kepala Biro Perlengkapan /Kepala Bagian Perlengkapan 

Kepala Unit/satuan kerja 

Bertugas melakukan pemeriksaan yang teliti dan menyesuaikan tindakan

tindakan bendaharawan dengan peraturan yang berlaku. Ordonatur segera 

bertindak dan mengambillangkah seperlunya guna pengadaan,perbaikan gudang

gudang sehingga keadaan dan sekitamya menjamin penyimpanan barang dari 

segal a unsur-unsur yang merugikan dacrah. Kepala daerahiOrdonatur dalam 

rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu 

oleh: 

10 



a. Sekretaris Daerah 

b. Kepala Biro PerlengkapanlKepala Bagian Perlengkapan 

c. Kepala Unit/Satuan Kerja 

d. Bendaharawan Barang 

e. Pen gurus Barang 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Biro perlengkapan atau Kepala 

Bagian Perlengkapan duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

5.1.2. Perencanaan dan Pengadaan 

Mengenai perencanaan, penentuan kebutuhan dan pengadaan bukan 

merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang 

tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang daerah. Untuk melakukan 

perencanaan dan penentuan kebutuhan barang harus berdasarkan alasan tertentu 

yaitu : 

1. Untuk mengisi kebutuhan barang berhubung terjadinya perkembangan 

organisasi dan personil dari semua unit dan satuan kerja yang bersangkutan 

2. Adanya barang-barang yang rusak ,dihapuskan, dijual, hilang , mati atau sebab 

lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian 

3. Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada jatah perorangan jika terjadi 

mutasi personil sehingga tuTUt mempengaruhi kebutuhan barang 

4. Untuk menjaga tingkat persediaan barang bagi setiap tahun anggaran 

bersangkutan, agar efisien dan efektif 

5. Pertimbangan teknologi 

Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan adalah menetapkam 

pedoman, sasaran dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan penyediaan 

barang yang dibutuhkan. rencana dan penentuan kebutuhan adalah merupakan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang 

yang dengan tegas dan secara tertulis memuat banyaknya barang, nama 

barang, waktumya dan jumlah biaya barang. Perencanaan kebutuhan barang 

meliputi 2 (dua) tahap, yakni : 
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d. Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

Tugas Penyaluran adalah 

a. Menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit yang membutuhkan 

b. Menyelenggarakan adrninistrasi penyaluran dengan tertib dan rapi 

c. Membuat laporan tentang keadaan penyaluran sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

5.1.4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu 

dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil 

guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang, khususnya barang inventaris yang 

sedang dalam pemakaian dan mengakibatkan pembebanan pada APBD, tanpa 

merubah,menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asli sehingga 

dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi 

pemakaian maupun dari segi keindahan. 

Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa : 

a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh 

pemakai atau pengurus barang tanpa membebani anggaran 

b. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan 

secara berkala oleh tenaga terdidik atau terlatih yang mengakibatkan 

pembebanan anggaran 

c. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan 

secara sewaktu waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat 

diduga sebelumnya,tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang 

mengakibatkan pembebanan anggaran. 

Penyelenggaraan pemeliharan dapat juga berupa pencegahan terhadap bahaya 

kerusakan yang disebabkan oleh faktor 

a. Biologis 

h. Cuaca, suhu dan slnar 

c. Air dan kelembaban 
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d. Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang 

bersangkutan dan sifat barang lain,benturan, getaran dan tekana 

e. Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kulitas dan sifat-sifat 

lainnya yang mengurangi kegunaan barang. 

Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang 

tereatat dalam buku inventaris. Pelaksaanaan pemeliharaan dilakukan untuk 

meneapai kemanfaatan maksimal pemeliharaan barang diadakan seeara terpusat di 

Biro Perlengkapan atau Bagian Perlengkapan maupun tidak terpusat oleh unit 

yang bersangkutan 

5.1.5 Inventarisasi 

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan 

perhitungan,pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, peneatatan data dan 

pelaporan barang dalam pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku 

Inventaris yang menunjukan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku Inventaris tersebut memuat data 

yang meliputi lokasi, jenis/merkitype, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, 

asal barang, mutasi barang, keadaan barang dan sebagainya. 

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai 

fungsi dan peranan yang sangat penting dalam rangka : 

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamana dan pengawasan setiap barang 

2. Usaha untuk menggunakan , memanfaatkan setiap barang seeara maksimal 

sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing 

3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan 

Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah yang menggunakannya lebih dari satu tahun dan dieatat serta 

didaftar dalam buku inventaris.Agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan 

sesuai fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan 

berkelanjutan berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat 

memberikan informasi yang tepat bagi : 
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Perencanaan 

Penentuan kebutuhan 

Penganggaran 

Pemeliharaan 

Penghapusan 

Pengendalian 

Pengadaan Pemanfaatan 

Penyimpanan dan penyaluran Pengamanan 

Landasan hukum pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah atau 

kekayaan daerah adalah Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, pembinaan pengelolaan barang daerah menjadi wewenang 

Menteri Dalam Negeri dan Pelaksanaan pengelolaannya adalah wewenang 

Pemerintah Daerah. Sebagai contoh tentang inventarisasi pengelolaan barang-barang 

daerah terdapat pada Pemerintah Kota Surabaya . (Lihat pada lampiran) 

5.1.6 Pemanfaatan 

Sarang daerah yang belum dimanfaatkan perlu didayagunakan secara optimal 

sehingga tidak membebani Anggaran Belanja Daerah khusus biaya segi 

pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak 

bertanggingjawab. Pemanfaatan barang daerah yang optimal akan menciptakan 

sumber pendapatan asH daerah. Pemanfaatan barang adalah pendagunaan baramg 

milik atau dikuasai daerah oleh suatu instansi dan atau pihak ketiga dalam bent uk 

pinjam pakai, penyewaan dan pengguna-usahaan tanpa merubah status kepemilikan. 

5.1.6.a Pinjam Pakai 

Pinjam Pakai atau peminjaman adalah penyerahan penggunaan barang daerah 

kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan 

setelah jangka waktu tersebut berakhir , barang daerah tersebut diserahkan kembali 

kepada pemiliknya. 

Pinjam pakai atau peminjaman barang daerah hanya dapat dilakukan dengan 

pertimbangan : 

a. Agar barang daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi 

pemerintah daerah 

b. Untuk kepentingan social,agama 
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Syarat-syarat pinjam pakai atau peminjaman barang daerah adalah 

a. Barang Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh unitJsatuan 

kerja daerah yang menguasai 

b. Barang daerah yang dipinjam pakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh 

peminjam sesuai dengan peruntukannya 

c. Pinjam pakai atau peminjaman tersebut tidak menganggu kelancaran tugas 

pokok instansi atau unit atau satuan kerja daerah yang bersangkutan 

d. Barang daerah yang dipinjam pakai atau dipinjamkan harus merupakan barang 

yang tidak habis pakai 

e. Peminjaman wajib memelihara dengan baik barang daerah yang dipinjamkan 

termasuk dengan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman. 

f. Jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 ( dua) tahun dan apabila 

diperlukan dapat diperpanjang kembali 

g. Untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari dua tahun 

khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan rencana kota 

h. Pengembalian barang yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan baik. 

Pinjam pakai atau peminjaman barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan 

antar instansi pemerintah. Penyerahan pinjam pakai atau peminjaman barang milik 

atau yang dikuasai pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 

dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara dan untuk keperluan tersebut 

instansi yang bersangkutan mengajukan pennohonan kepada Kepala Daerah melalui 

Kepala Biro perlengkapan atau Kepala Bagian perlengkapan dan penyelesaiannya 

apabila dipandang perlu dapat dibentuk Panitia oleh Kepala Daerah. 

5.1.6.h PENYEW AAN 

Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang 

daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa- menyewa dengan ketentuan 

pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau 

tahunan untuk masa jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala. 

Penyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Penyewaan barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk 

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah 
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2. Ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat perjanjian Sewa 

menyewa 

3. Surat perjanjian sewa menyewa. Perjanjian dimaksud hams memuat antara lain 

a. Pokok-pokok mengenai penyewaan 

b. Data barang-barang daerah yang disewakan 

c. Hak dan kewajiban dari pada kedua belah pihak 

d. Jumlah atau besamya uang sewa yang hams dibayar oleh pihak ketiga 

e. Jangka waktu sewa menyewa 

f. Sanksi-sanksi 

g. Ketentuan lain yang dipandang perlu terntama mengenai batasan-batasan 

penggunaan barang-barang yang disewakan pihak ketiga 

Surat perjanjian Sewa Menyewa tersebut ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah atas nama Kepala Daerah dan dapat dilimpabkan kepada Kepala Biro atau 

Bagian Perlengkapan bersama Pihak Ketiga. Semua hasil penyewaan barang-barang 

daerah adalah penerimaan daerah yang hams disetorkan sepenubmya kepada kas 

daerah. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan 

penyewaan barang-barang milik daerah ditanggung oleh pihak ketiga 

Jangka waktu penyewaan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat 

dipertimbangkan untuk diperpanjang. 

S.1.6.c Pengguna-usahaan 

Pengguna-usahaan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga 

dilakukan dalam bentuk BOT,BTO,BT,KSO atau bentuk lainnya. Bangun Guna 

Serah atau Build-Operate-Transfer yang selanjutnya disingkat BOT adalah 

pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Daerah oleh 

Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau 

menyediakan,menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan 

tersebut dan mendayagunakan selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah 

jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana 

lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada Daerah, serta 

membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besamya ditetapkan 

sesuai dengan kesepakatan. 
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Bangun Serah Guna atau Build-Transfer-Operate selanjutnya yang disingkat 

BTO adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milikldikuasai Pemerintah 

Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap 

pakai dan atau menyediakan. menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan 

atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada 

Daerah untuk kemudian Pemerintah Daerahtanah dan bangunan siap pakai dan atau 

sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada Pihak Ketiga 

untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu. dan atas pemanfaatannya 

tersebut Pihak Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besamya ditetapakan 

sesuai dengan kesepakatan. 

Bangun Serah atau Build Transfer yang selanjutnya disingkat BT adalah 

perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah 

milik Pemerintah Daerah~ Pihak Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan 

selesai; setelah pembangunan selesai Pihak Ketiga menyerahkan kepada Pemerintah 

Daerah; Pemerintah Daerah membayar biaya pembangunannya. 

Kerja Sarna Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara 

Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Pemerintah Daerah menyediakan barang 

daerah dan Pihak Ketiga menanarnkan modal yang dimilikinya dalam salah satu 

usaha. selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sarna atau bergantian 

mengelola manajemen dan proses operasionalnya. keuntungan dibagi sesuai dengan 

besamya sharing masing-masing. 

Dasar pertimbangan pengguna usahaan barang Daerah yaitu : 

1) Barang Daerah belum dimanfaaatkan. 

2) Mengoptimalisasi barang Daerah. 

3) Dalam rangka efisiensi dan efetifitas. 

4) Meningkatkan pendapatan Daerah. 

5) Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah. 

5.1.7. Pengamanan 

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian. penertiban dalam upaya 

pengurusan barang Daerah secara fisik dan administrasi. sehingga barang Daerah 
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terscbut dapat digunakanld imanfaatkan secara optimal scrta tcrhindar dari 

penyerobotan pengambi l alihan atau klairn dari pihak lain. 

Pclaksanaan pengamanan dilakukan tcrhadap barang Daerah bcrupa barang 

inventaris dalam pemakaian dan barang perscdiaan dalam gudang yang diupayakan 

secara fisik , administrative dan tindakan hukum. 

a. Pengamanan Fisik 

1) Barang invcntari s 

Pcngamanan terhadap barang bergerak di lakukan dengan cara : 

Pemanfaalan sesuai tujuan . 

PenggudanganJpenyimpanan baik lertu tup maupun tcrbuka. 

Pemasangan tanda kepemilikan. 

Pcngamanan tcrhadap barang tidak bergcrak dilakukan dengan cara : 

Pemagaran 

Pcmasangan plang tanda kepem ili kan 

Penjagaan 

2) Sarang persediaan 

Pengamanan terhadap barang pcrsediaan d ilakukan oleh I3endaharawan 

BarangIPengurus Barang dcngan cara pcncmpatan pada tempat pcnyimpanan 

ya ng baik scsuai dengan sifat barang tcrsebut agar barang-barang terhindar 

dari kerusakan fi siko 

b. Pengamanan Adm inistratif 

I ) Barang inventari s 

Pengamanan admin istrasi te rhadap barang bergerak dilakukan dengan cara : 

Penca talanJi n vcn tari sas i . 

Pcrlengkapan bukt i kepcm ilikan antara la in BrKB, faktur pcmbel ian dll. 

Pemasangan label kode barang, sliker. 

Pengamanan administrasi tcrhadap barang lidak bergerak d il akukan dcngan 

cara : 

Pencalalan secam tcrtib. 

Penyclesaian bukli kepemilikan sepert i 1MB. Beri la Acara scrah Icrima, 

Sural perjanjian, Akle Jual Beli dan dokumcn pendukung lainnya. 

2) Barang perscdiaan 

~\ LII: 
P'l!kl-'U!T A.~N\I'o 

DlYBJ.SlT AS AlkLA NCOA 
suo"IIAlA 
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Pengamanan administrative terhadap barang persediaan dilakukan dengan 

cara pencatatan secara tertib. 

. Tindakan Hukum 

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah di 

pihak lain dilakukan dengan cara : 

Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian. 

Law enforcement. 

Melalui pengadilan. 

5.1.8. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan 

Untuk menjamin kelanearan penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah 

secara berdaya guna dan berhasil~na, maka fungsi pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan sangat penting untuk menjamin keserasian dalam penyelenggaraan 

tugas-tugas Pemerintah di semua Unit Pemerintahan Daerah. 

Pembinaan adalah segal a usaha atau kegiatan untuk jangkauan jangka 

panjang melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi 

Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan 

mengarahkan agar pekeIjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan 

rene ana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki sesuai pula dengan 

segal a ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku. 

Pengawasan adalah segal a usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenamya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah 

sesuai dengan semestinya atau tidak.Pengawasan terhadap pengelolaan Barang 

Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 

GubemurlBupatiIWalikota. 

Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah 

dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian 

Perlengkapanl Kepala Unit/Satuan Kerja bersangkutan dimana barang-barang 

dimaksud berada. 

Kepala Unit atau Satuan Kerja sebagai pemakai barang bertanggung jawab 

atas terlaksananya tertib administrasi barang Pemerintah Daerah pada Unit/Satuan 

Kerja yang bersangkutan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian 
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secara teknis terhadap tertib pelaksanaan administrasi barang Daerah maupun 

pengendalian secara fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5.1.9. Pembiayaan. 

Dalam pengelolaan barang Daerah biaya yang diperlukan dialokasikan 

melalui APBD Daerah. Adapun alokasi biaya tersebut meliputi : 

a. Untuk kegiatan operasional dari perenanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pemeliharaan, pengangguran, penyal uran, penggunaanlpemanfaatan, 

inventarisasi, penghapusan dan pengamanan. 

b. Pelaksanaan sensus barang Daerah setiap 5 Tahun sekali. 

c. Tunjanganlinsentif bagi Bendaharawan Barang, pengurus Barang dan Kepala 

Gudang. 

Penyediaan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan barang harus 

memperhatikan pada kemampuan keuangan Daerah. Pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan barang Daerah yang dapat mengakibatkan penerimaan Daerah, dapat 

diberikan upah pungutlinsentif setinggi-tingginya 5%. Pembiayaan untuk keperluan 

pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan dilaksanakan setiap tabun melalui 

anggaran rutin dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5.1.10 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Barang. 

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang Daerah, perlu 

dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi-sanksi 

terhadap barang pengelola Daerah, berupa ketentuan : 

a. Tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) terhadap para Bendaharawan jika dalam 

pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan. 

b. Tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Terhadap para Pegawai Negeri, Pegawai 

Pegawai Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah dalam kedudukannya bukan sebagai 

Bendaharawan yang Karena perbuatannya melanggar hukum danlatau melalaikan 

kewajibannya atau tidak me1aksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, 

sehingga merugikan Daerah. 

Dalam melaksanakan TP-GR, Kepala Daerah dibantu oleh Majelis 

Pertimbangan TP-TGR dan untuk selanjutnya disebutkan Majelis Pertimbangan 

22 



yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Tugas dari Majelis Pertimbangan 

adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang 

menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) 

Keanggotaan Majelis Pertimbangan pada Pemerintah Daerah Propinsi secara 

ex-officio terdiri dari : 

a. Sekda, selaku Ketua merangkap anggota dan tidak boleh diwakilkan 

b. Inspektur Propinsi, selaku wakil ketua satu merangkap anggota 

c. Asisten Sekda yang membidangi 

d. Kepala Biro Keuangan, selaku sekrataris merangkap anggota 

e. Kepala Biro Perlengkapan,selaku anggota 

[ Kepala Biro Hukum, selaku anggota Kepala Biro Kepegawaian, selaku anggota 

g. Kepala Biro Kepegawaian, selaku anggota 

Keanggotaan Majelis Pertimbangan pada daerah Kabupaten atau Kota secara 

ex-officio terdiri daTi : 

a. Sekda selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak boteh diwakilkan 

b. Inspektur Kabupaten atau Kota selaku wakil ketua satu merangkap anggota 

c. Asisten Sekda yang membidangi selaku wakil ketua dan merangkap anggota 

d. Kepala bagian Keuangan,selaku sekretaris merangkap anggota 

e. Kepala bagian Perlengkapan selaku anggota 

f. Kepala Bagian Hukum selaku anggota 

g. Kepala bagian Kepegawaian selaku anggota 

5.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pengelolaan Barang-barang 

Daerah dalam Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 

Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dapat dianalisa dengan 

metode ROCCIP) ( Rule, Oppurtunity, Capasity, Communication, Interest, Prosedur 

dan Ideologi) yaitu suatu metode dengan melalui pendekatan terhadap fakta-fakta 

yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman. Melalui metode ROCCIP) ini 

,akan dianalisa Keputusan menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor II 

tahun 2001 yang ditunjang dengan peraturan yang ada dibawahnya yaitu salah satu 

contohnya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman 
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pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan dengan pendekatan terhadap 

masyarakat dan perHaku pemerintah dalam melaksanakan peraturan,baik raktor 

subyektif maupun faktor obyektif. Berdasarkan hasil analisa ROCCIPI akan 

ditemukan faktor-faktor yang menghambat dalam pengeloIaan barang-barang daerah 

dalam kaitannya dengan Pendapatan AsH Daerah(PAD). 

Dalam menganalisa peraturan-peraturan tersebut diatas , akan dibedakan 

menjadi dua(2) bagian yaitu analisa terhadap perilaku masyarakat(RO) terhadap 

peraturan tersebut dan analisa perilaku instansi(LIA) terhadap pelaksanaan peraturan 

tersebut. 

5.2.1 Analisa ROCCIPI terhadap RO 

METODE 

RULE 

Oppurtunity 

HIPOTESA 

Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi 

Daerah tentang Pedoman PengeIolaan Barang 

Daerah yang diperkuat dengan studi kasus di 

Pemerintah Kota Surabaya dengan diberIakukannya 

Keputusan Walikota Surabaya nomor 3 tahun 2001 

tentang Pedoman Pengeloaan Anggaran Belanja 

Pembangunan, substansinya lebih banyak 

pengaturan hal-hal yang teknis tanpa melihat aspek 

hukumnya.PadahaI daIam peraturan tersebut hams 

ada penjelasan seeara konkrit tentang rambu-rambu 

dalam pengelolaan barang-barang daerah sehingga 

pengelolaan barang-barang daerah bisa 

dipertanggungjawabkan. 

SOLUSI: hams ada pengaturan tentang perlindungan 

hukum dan prosedur pengelolaan barang-barang 

daerah seeara jelas 

Oalam peraturan tersebut tidak diatur secara jelas 

tentang upaya pengawasan dan penegakan hukum 
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Capasity 

Communication 

Interest 

terhadap pengelolaan barang-barang daerah. 

Pengaturan tersebut memberi peluang kepada instansi 

yang diberi kewenangan untuk tidak mentaati 

peraturan tersebut. 

SOLUSI : perlu ada pengaturan tentang pengawasan 

penegakan hukum secara komprehensif 

Dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara 

rinci tentang bagaimana criteria untuk pengelolaan 

barang daerah yang bersifat tetap dan tidak tetap 

SOLUSI : harns ada kejelasan tentang criteria 

barang daerah sehingga tidak membinungkan bagi 

masyarakat yang berkepentingan dengan barang 

tersebut. 

Masyarakat masih banyak yang belum faham tentang 

keberadaan barang-barang daerah yang dapat 

menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD),sehingga 

banyak terjadi asset-aset daerah yang beralih kefihak 

lain tanpa prosedur yang benar dan tidak adanya 

peranserta masyarakat sebagai pengontrol social atas 

keberadaan barang-barang daerah tersebut. 

SOLUSI: perJu ada sosialisasi pada masyarakat 

ten tang keberadaan pengelolaan barang-barang 

daerah 

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut diatas, 

kepentingan masyarakat sangat berpengaruh. Dengan 

pengelolaan barang-barang daerah yang dapat 

dipertanggungjawabkan ,pada akhimya dapat 

meningkatkan PAD dan PAD tersebut digunakan 

untuk menyejahterakan rakyatnya. 

SOLUSI : masyarakat diberi apresiasi bahwa dengan 

pengelolaan barang yang baik. masyarakat akan 
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6.1. Kesimpulan 

BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari rumusan perrnasalah yang diketengahkan dan penelaahan yang dilakuka tentang 

Pengelolaan Barang-barang Daerah Setelah Diberlakukannya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sarnpailah 

pada simpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur pengelolaan barang-barang daerah dengan diberlakukannya Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

harus melalui tahapan yang pada akhimya dikenal dengan istilah Manual 

Administrasi Barang Daerah. Manual Administrasi Barang Daerah meliputi 

penyimpanan dan penyaluran,pemeliharaan, inventarisasi, pemanfaatan, 

pengamanan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan, pembiayaan, tunrutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugu barang. Tahapan tersebut merupakan 

rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberlakuannya peraturan 

yang mengatur pengelolaan barang-barang daerah tidak hany diukur dari ketaatan 

perilaku orang yang dikenai aturan tetepai juga perlu diamati pula perilaku 

instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan tersebut. Faktor

faktor yang mempengaruhi adalah : 

a. Peraturannya sendiri yang mengatur tentang pengelolaan barang-barang 

daerah ,tidak diatur seeara tegas tentang upaya pengawasan dan penegakan 

hukum terhadap kegiatan pengelolaan barang-barang daerah 

b. Peraturan tersebut kurang untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga 

masyarakat kurang memahami sasaran utama dari peraturan tersebut. 

Sehingga masyarakat belum paham betul tentang asset-aset yang dimiliki 

daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. 
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c. Prosedur pengelolaan barang-barang daerah masih tidak melibatkan 

masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa jika suatu asset 

daerah beralih kepihak lain tanpa prosedur yang benar . 

• 2. SARAN 
Perlu adanya pedoman pengelolaan barang-barang daerah yang secara jelas 

engatur tentang adanya peranserta masyarakat dalam pengelolaan tersebut. Selain 

tu diperlukan adanya aturan yang jelas tentang pengawasan dan penegakan hukum 

entang pengelolaan barang-barang daerah 
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